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ABSTRAK

Anik nvnerupaknn harapan bangsa yang harus diperhatikan perlindungannya
termasuk perhnc!ungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan huku.n (ABH).

- anak yang masuk dalam sistem Peradilan pj oo Terh‘adap kasus pidana

. .
- menggunakan hak diskresinya untuk mengambil tind iversj
tindak pidana yang terjadi ke proses p akfm e ficngan - Sigalihkan
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BAB Iy

A. Kesimpulan

Berdasar
dasarkan  yrajap dan penjelasan-penjelasan  pada  bab-bab

sebelumnya, maka dapat ditarik syt kesimpulan dan saran-saran sebagas

berikut :

I. Sebagai akibat panjangnya proses peradilan pidana yang dijalans anak yang

menjadi tersangka pelaku kejahatan akan menggambarkan kesedihan pada
diri anak dan dapat mengganggu pertumbuhan anak baik secara fisik,
mental maupun sosial. Dalam memberikan perlindungan terhadap anak
aparat penegak hukum harus bersandarkan pada asas-asas dan tujuan
perlindungan anak sesuai dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 11 Tahun
2014. sehingga untuk tindakan penahanan terhadap ABH harus setelah
dengan sungguh-sungguh terlebih dahulu mempertimbangkan dengan
matang akibat dari tindakan penahanan, sehingga perampasan kemerdekaan
anak diharapkan hanya sebagai measure of the last resort, karena anak yang
berhadapan dengan hukum hanya merupakan korban dari kondisi sosial dan
permasalahan yang terjadi di keluarga maupun pengaruh lingkungannya
2. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012

yang menjelaskan tentang syarat diversi yang hanya dapat dilaksanakan

untuk perkara anak dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun. Hal

mana dapat diartikan hahwa untuk pengkatagorian ABH yang melakukan

; melakukan tindak pidana vang
: .dana dan anak yang me
pengulangan tindak pic
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yncaman prdananva diaas

tmuhy tahyn hidak dapat d upayakan divers
vang scharusnva  pihak

aparat \L]l\”

menppunakan hak  diskresimyao

mengambil tindakan divery, untuk mengalink

an Kasus tindak prdana yany
a1 . ISES 0 :

tepadi ke proses informal. dengan nu.mpmlm\h‘.ml._k;m segl kepentingan
anak dan Kepentingan masvarakat

Saran-saran

1. Pelaksasan kewajiban dari Undang-Undang Peradilan Anak

disetiap pranata/lembaga

harus dipahami  benar  dan

dilaksanakan dengan mengatas; kendala-kendala yang ada

yaitu dibuatkan SK penugasan dalam penangaan anak yang

berhadapan dengan hukum (ABH) Tercapainya peradilan

anak tentunya tergantu dari cara kerja penegak hukum dalam

pelaksanaanya. Kepolisian, Bapas Kejaksaan, Hakim dan
Lembaga Pemasyrakatan Anak harus terjalin kerja sama yang,
baik untuk mencapai apa yang menjadi tujuan bersama vaitu
melindungi anak. Hal ini dapat terwujud apabila pertama-tama
yang dilakukan adalah adanya penyatuan/menyamakan
persepsi mengenal tujuan peradilan anak. Kemudian tentunya
kerja sama antara penegak hukum sebagai pelaksana dalam

Peradilan anak. Dalam suatu sistem terdiri dari beberapa sub

Sistem yang tentunya mempunyai tugas masing-masing
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PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang ini suadah tidak berlaku dan diganti dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hak asasi anak merupakan bagiaan hak asarsi manus:la yang termuat dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik ldonesia Tahun 1945 dan
Konversi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Hadi
Setia Tunggal, Himpunan Perlindungan Anak, Jakarta: Harvarindo,

2007.

Pasal 7 Ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilam Pidana Anak.
Pasal 23 Ayat (1) Undang Undang Nomot 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilam Pidana Anak.
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